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TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA
PADANG

(Riki Hendra, 07.940.187, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Reguler Mandiri
Universitas Andalas, Hal. 57, 2012)

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan
menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis
dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala
aspek. Dalam membangun daerah, Kota Padang mempunyai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas sebagai perencanaan pembangunan
daerah. Penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan perencanaan pembangunan
daerah di Kota Padang, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan
wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan
perencanaan pembangunan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode
pendekatan Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder
yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan didapat dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier serta dengan wawancara yang kemudian
dianalisa dengan metode kualitatif. Tugas Bappeda Kota Padang adalah membantu
Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
perencanaan pembangunan daerah serta kewenangannya adalah untuk merencanakan
pembangunan di Kota Padang serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan pembangunan di Kota Padang. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya,
Bappeda Kota Padang melakukan perencanaan pembangunan dengan beberapa
tahapan dari musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Setelah itu
melakukan rapat koordinasi ditingkat kota guna menyusun rencana kerja.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Republik Indonesia saat ini
tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam
rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan
yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-
tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang
diatur undang-undang®. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang
sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan
diakui adil oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat

yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya

! Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta
aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar
Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur tentang
prinsip-prinsip otonomi daerah, diantaranya adalah prinsip mengatur dan
mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan
dan keragaman daerah, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, prinsip mengakui dan
menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip
badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum.?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.®

Dahlan Tholib manyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi
Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

2 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 20
3 Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi
perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan
persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah dalam
memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah
serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.* Sedangkan menurut Bagir
Manan, Otonomi merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi Daerah juga merupakan dasar
untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan
kesejahteraan umum.®

Otonomi daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pembanguan
daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah diselenggarakan di Kota Padang. Berkaitan dengan hal tersebut,
maka Pemerintahan Kota Padang membentuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Bappeda) agar dapat membantu
Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan di Kota Padang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang

4 Dahlan Tholib, Kajian Yuridis UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Impelmentasinya Terhadap Pemilihan
Kepala Daerah, Tiga Serangkai, 1999, hal. 77

® Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum U,
Yogyakarta, 2002, hal. 3



berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang
dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh
Bappeda. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang baru terhadap
kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencanaan
Pembangunan di Kota Padang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis tertarik untuk menulis
skripsi  dengan judul “TUGAS DAN WEWENANG BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Padang?
2) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Padang?
C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan
obyektif maupun tujuan subyektif sehingga menimbulkan adanya keterkaitan
dengan masalah yang dibahas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah :



1) Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan
pembangunan daerah.

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari
Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Padang dalam
perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2) Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di dalam mendalami
berbagai teori yang telah penulis peroleh selama kuliah dan pemahaman
aspek hukum dalam praktek.

b. Untuk mengetahui data-data yang akan penulis pergunakan sebagai
bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat
dalam mencapai gelar sarjana di bidang llmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna
atau bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu penulis merumuskan manfaat

penelitian sebagai berikut :



1) Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran terhadap
ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Tata
Negara pada khususnya.

b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan jawaban terhadap
permasalahan yang sedang diteliti mengenai tugas dan wewenang serta
pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan
daerah.

2) Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan suatu data atau informasi tentang tugas dan
kewenangan Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Padang.

b. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui
lebih jauh mengenai tugas dan kewenangan, masalah-masalah yang
dihadapi dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan upaya-
upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

E. Metode Penelitian



Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari
penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah
sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam
tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi
sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.®

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :”

a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
b. Suatu pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan.
c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak
harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan
keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan,
sasaran, variabel dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan
untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan
reabilitas tinggi.

1. Metode Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah

& Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul press, Jakarta, 1986, hal. 4

7 Ibid



mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.®
J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah
penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data
primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.® Dalam
kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian
lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Perencaan
Pembangunan.
Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Data-data tersebut
dapat diperoleh dari:
1. Studi Kepustakaan
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari
buku-buku, literatur, peraturan  perundang-undangan yang
berhubungan dengan Bappeda. Data yang dikumpulkan dalam studi
pustaka terdiri dari :

a. Bahan/ sumber hukum primer

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1998,

hal. 20
% Ibid



yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru

ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun

mengenai suatu gagasan (ide).

Bahan hukum primer terdiri dari:

1) Buku-buku dan pendapat para ahli sarjana;

2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

a)

b)

d)

f)

Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1980 tentang Pembentukan Bappeda;



g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

b. Bahan/ sumber hukum sekunder
yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer/
merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan
bahan primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan
hukum primer.
Bahan/sumber hukum sekunder antara lain :
1) Kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bappeda,

Pelaksanaan pembangunan nasional.

2) Penerbitan pemerintah.
3) Abstrak.
c. Bahan/ sumber hukum tersier
yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan
primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier antara lain :
1) Internet.
2) Ensiklopedia.

2. Penelitian Lapangan



Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah
data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung

dari objek yang yang diteliti.*°

3. Metode Analisa Data
Untuk menganalisis data, diperlukan Metode Analisis Kualitatif yaitu
uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak
menggunakan angka-angka, tetapi analisisnya dengan menggunakan

kalimat-kalimat yang dapat dimengerti.!

10 Ibid
1 HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif 1, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 34



